SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUEBLIK INDONESIA

PERATJRAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 70 TAHUN 201¢
TENTANG

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI CAZAM NEGERI REPUBL.X INDONESIA,

balkwa untuk kemudshar penyampaian informasi
pemer:ntahan daerah kepada masyarakat perlu diatur
informasi pemerintanan daerah yarg terhubung dalam
satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

bahwa untuk memenuhi kewajiban FPasal 391 dan Pasal
39% Undang-Undang Nomcr 23 Takun 2014 tentang
Pemer:ntahan Daerah, maka pe-iu diatur tentang
pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
balmwa Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 98 Tzhun
201% tentang Sistem Informasi Per-bangunan Daerah
belum mengatur informasi pemerintanan daerah da’am
satu s:stem yang terhubung sehingga periu diganri;
bahwa  berdasarkar  pertimbengan sebagaimana
dimsksud dalam huruf a, zuruf 2 dar huruf ¢, perlu
menstapkan Persturan Menteri Dalam: Negeri tentang

Sistem Informasi Pemerintalan Daerak;
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Menetapkan

1.

Undang-Undang Nomor 39 Takun 2008 tertang
Kementerian Negara (Lemmbarar Negara Republik
Indcnesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4¢ 16);

Undang-Undang Nomor 23 Takun 20.4 tertang
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indcnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor £587) sekagairmana
telel: beberapa kali diubah, teraxbir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Taehun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tzhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indcnesia Tanun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 5€79);

Peractran Presiden Nomor 11 Tehur 2015 tentang
Kererterian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indoresia Tahun 2015 Nomeoer 12);

MEMUTUSKAN:

PERATUEAN MENTERI DALAM NEGER! TENTANG SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAZRAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintahan Daerah adalah peryelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah caerah dan dewan
perwzkilan rakyat caerah menurut asas otornomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonom: seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Uncang-Undang Dasar Negara Repubiik ‘ndonesia Tahun
194&.



Perrerintah Daerah adalah xepala deersh sebagai unsur
perve.enggara Pemerintahan Daeral: yang memimpin
pelaksenaan urusan pemerintehan yang menjadi
kewsnangan daerah otonom.

Kepzla Daerah dan Wakil Kepaia Daerah adalah
gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan
wakl bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali
kota untuk kota.

Badan Perencanaan Pembangunar Daerah dan/atau
sebttan lain yang selanjutnya disezut Bappeda adalah
perangkat daerah provirsi, kabupaten/kcta yang
menyelenggarakan unsur penurjang urusan
pemesrmtahan di bidang perencanaar: caerah.

Bacan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau
sebitan lain yang selanjutnya disebut BPKAD adalah
perangzat daerah provirsi, kabupaten/kota vang
menwvelenggarakan unsur penunjang urusan
pemer:ntahan di bidang keuangan dzerah.

Anggaran Pendapatan dan Belamya Daerah vang
selenjutnya disingkat APBD adalal: rencana xeuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dergan peraturan
daerzl.

Kebiiakan Umum APBD yang selarjutaya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat xebijakan bidang
pencapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tashun,

Pricritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selarjutnya disingkat PPAS adalah program pricritas dan
batas maksimal anggarar yang dibsrikan kepada
perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat dzerah.

Lapsran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
selarjutnya disingkat LPPD acalah laporan yang
disampaikan oleh Pemerintah Daeral: kepada pemerintah

pusat yang memuat capaian kiner'a penyelenggaraan



10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

Pemerintahan  Daerah  dan pelaksanaan  tugas
pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahen Daerah yang
selanjutnya disingkat EPPD adaleh evaluasi yang
dilekukan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah
Daeran provins. ¢an Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
dalam rangka penilaian kinera penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah yang selanjutnva disebut Perda acalan
peraturan perundang-undangan yang dibentuk olen
dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan
bersara Kepala Caerah.

Sister Informasi Pemerintahan Daeran vang selanjutnya
disingzat SIPD adalal: penge.olaan informasi
pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan
infermasi Pemerintahan Daerah lzinnya yang saling
terhubung untuk dimanfaazkan dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah.

Anezlisis Pembangunan Daerah adaiah penjabaran atas
hasi: p'elaksanaar. pembangunan daerah sebagai bagian
integral dari pembangunar nasionral serta hubungan
antara pembangunan daerah dergan pembangunan
daeral: lainnya.

Profil Pembangunan Daeran adalaz gambaran umum
kondisi perwujudan pelaksanaan rusan pemerintzhan
yang te.ah diserahkan ke daerah sebaga: bagian integral
dari pembangunan nasional.

Informasi Pembangunan Daerah acalah suatu sistem
yang cigunakan untuk pengelolaan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan
Profii Fembangunan Daerah.

Informasi Keuangan Daeral adalah suatu sistem yang
digtnakan untuk pengelolazn daza dan informasi serta
penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen

pengelolaan keuangan daerah secara elek-ronik.



17. Informasi Pemerintahan .Daerah Lzirnva adalah suatu
sistem. yang digunakan untuk pengelolaan data dan
informasi lairnya.

18. Menter: adalah menteri yarg menyelenggarakan urusan
pemerintahan delam negeri.

19. Waii Data adalah unit pada :nstansi pusat dan perangkat
daerah yang membicangi urusan stat'stik melaksanakan
kegiatan pengumpuian, pemeriksaan, dan pengelolaan
data yang disampaikan oleh produsen data, serta
menyebarluaskan data.

20. Produsen Data adaiah un:t pada instansi pusat dan
perangkat daerah yang menghasilken data berdasarkan
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perandang-undangan.

Pasal 2
Ruang licgkup SIPD meliputi:
a. Informasi Pembangunan Daerah;
b. Informasi Keuangan Daerah; dan

c. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Pzsal 3
SIPD sebagaimana cimaksud dalam Pasal 2, ditmumkan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-tndangan.

BABII
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal ¢
1) Pemerintah Daerah wajit menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
a. Iniormasi Pembangunan Daerah; dar
b. Iniormasi Keuangan Daerah.
(2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1), dikelola dalam SIPD.



Pasal 5

Selain Infcrmasi Pembtangunan Daerah dan Informasi

Keuangan Zaerah sebagaimana dimaksud daiam Paszl 4 ayat

(1), Pemerirtah Daerah dapat menyeciakan dan mengelola

Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

(2)

(1)

(2)

Pasal 5
SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 syat (2),
dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan
layanan informasi Pemerirtahan Daerah yang saling
terkubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik.
SIPD sebagaimana dimaksuc pada avat (1), dapat diakses

melalui situs jaringan resmi Xemenzerian Dalam Negeri.

BAB Il
_NFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7 _
Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memmuat:
a. dara perencanaan pembangunar caerah;
b. analisis dan Profil Pembangunanr Daerah; dan
¢. informasi perencanaan pembangunan daerzh.
Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari

proses penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bagian Kesatu

Data Perencanaan Pembangunsr. Daerah

Pasal 8
Data can inforimasi perencanaan pemxrbangunan daerah,
dikelola dalam data dan informasi perercaraan
pembangunan daerah berbasis elektrorik.
Data can informasi perencanaan pembangunan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi



)

(2)

(1)

(3)

(4)

prin\?ip satu data Indonesia sesuzi dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1 Pasal 9
Penéelolam data berbasis elekt-cnik provinsi dan
kab;ipaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal R
ayaté(:] , dilakukan melalui tahapan:
a. |perencanaan data;
b. |pengumpulan data;

c. |pengisian data berbasis elektrorik; dan

d. pemeriksaan data berbasis elextrcnik.

Penéelolam data sebagaimana dimaksud pads ayat (1,
diko%:-rdinasikan dan dilaksanakan oieh:

a. JBappeda;

b. }P:odusen Daza; dan/atau

c. Wali Data,

Da]:a_fm pengelolaan data szbagaimana dimaksud pada
ayati(:}, daerah capat membentuk tm pengelolaan data
sesuf:ai kebutuhan daeran.

Tim: 'sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan

oleh keputusan Kepala Daerah.

| Pasal 10
Perez%canaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayacé 2) huruf a, merupakan tanapan identifikasi
kebutuhan data daerah sesuai dengan kebutuhan
pere:!lcanaan pembangunan daerah.
Pere:zlcanaan data paling sedikit memuat data dan
infor{masi perencanaan pembangunan daerah
sebaéai:nana ditetapkan olel: Men-eri.
Perencaraan data dilaksanakan psda Bulan Februar:
unt'_ljk pengumpulan data di tshun berjalan yang
hasilﬁya dimuat dalam berita acara.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, paling
sedikit mmemuat:

a. cate dan informasi yvang dibutthkan sebagai dasar

perencanaan permdangunan daerah;



b. perencanaan waktu pergumpulan data;

c. perencanaan waktu pengisiar data erbasis
e.ektronik; dan

d. perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis
elektronik.

Pasal 11

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf b, dilakukan cengan mempernatikan beriza acara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayazt (3).

Pasal 12

Pengisiar: cata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (1)

huruf ¢, Zilakukan dengan memperhatkan perencanaan

waktu pengisian data dalam berita acara sebagaimana
dimaksuc calam Pasal 10 ayat (3).

(3)

(1)

Pasal 23

Pemeriksaan data sebagaimana dimraksud dalam Pasal 9

(1) kuruf d, digunakar urtuk meiikat kesesuaiannya

dengax prinsip satu data Indonesia.

Pemeriksaan data dilakukar. paling :ama Bulan Januari

setiap tahunnya terhadap data tahun sebelumnya yang

hasilnya dimuat dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, paling

sedikit memuat:

a. pernyataan bahwa data hasil pengumpulan dan
oergisian olek  Produsen Data dapat
dipertanggungjawabkan; dan

b. perryataan bahwa data sesuai dergan prinsip satu

data Indonesia.

Pasal 14
Hasil pengelolaan daza berbasis elekrronik sebagaimana
dimaxsud dalam Pasal 9, digunakan sebagai dasar calam
menyusun dokumen psrencenaan pembangunan daerah

dan dckumen perangkeat daerah berbasis elektronik.



(4)

(2)

Dokuamen perencanaan pembargunan daerah

sebaga:mana dimaksud pada ayat (1., meliputi:

a. rencana pembangunan jangka panjang daerzh;

b. rencana pembangunar jangka menengah daerah;
dan

¢. rencana pembangunan tahunar. daerah.

Dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1}, meliputi:

a. rencana strategis perangkat daerah; dan

b. rencana kerja perangkat daerah.

Dokamen persncanaan pembangunan daeran

sebagaimana dimaksuc pada aya: (2] dan dokumen

perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada aya: (3,

diganakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen

anggaran daerah seperti KJA, PPAS, rancangan APBD

sampal menjadi APBD yang dilaksanakan Serbasis

elektronik.

Peryusunan dokumen  perencanaar  sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikas’,

kodefixasi, dan nomenklatur perencanasn pembangunan

dar: keuangan dacrah sesuai dergan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua

Analisis dar: Profil Pembangunan Daerah

Pasal 15
Anglisis dan Profil Pembargunan Daerah dirumuskan
dar: data hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
Anelisis dan Profil Pembangunan Daeran menjadi dasar
dalam memperbanarui data dan informasi perencanaan

pempangunan daerah.



-°0-

Bagian Ketiga

-niormasi Perencanaan Fembanguran Daerah

Pasal 16
Informas: perencanaan pembangunan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢, mer.cakup:
a. kordisi geografis daerah;
b. demagrafi,
¢.  potensi sumber daya Daerak:;
d. ekcnomi dan keuangan Daerzh;

aspek keéejahteraan masyarakat;

Lt B ¢

aspek pelayanan umum; dar

g. aspek caya saing Daerah.

BABTV
INFORMASI XEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

‘nformasi Perencanaar. Anggaran Daerah

Pasal 17
(1) . Infcrmasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedixit memuat:
a. informasi perencanaan anggarar. caerah;
b. informasi  pelaksanaan dan  penatausahaan
keuangan daerah;
c. informasi axuntansi dan pelaporan keuangan
caerah;
d. informasi pertanggungjawaban relaksanaan
keuangan daerah;
e. informasi barang milik caerah; dan
f.  Informasi Keuangan Daerah lainnya.
(2) Informasi Keuangan Daerah sebaga‘meana dimaksud pada
ayar (1), dikelola oleh BPKAD.



(1)

(2)

11 -

Pasal 18

Informasi perencanaan anggaran dzerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kuruf a, dihasilkan
dari tanapan penyustnan perencanasn anggaran daerah
bertasis elekironik.
Tahapen penyusunan persncanaan anggaran daeraq
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penyusunan KUA dan PPAS;
b. penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan

kerja perangkat daerah,
C. pesnyusunan rarcangan APBD; can
d. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran

satuan kerja perangkat daerah.

Bagiar: Kedua
Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan

Keuangan Taerah

Pasal 19

Infermasi pelaksanaan dan penatausakaan keuangan
daeral: sebagaimana dimaksud dalam Fasal 17 ayat (1)
huruf b, dihasilkan dari tahapar pelaksanaan dan
pensteusahaan keuangan daerah berbasis elektronik.
Tahapan pelaksanaan dan penatzusahaan keuangan
daeral: sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melputi:
a. pelaksanaan dckumen pelaksaraan anggaran

saruan kerja perangkat daerah,;
b. pe.aksanaan anggaran kas dan surat peryediaan
cana;
pe:aksanaan dan penatausahaan kas daeran;
Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan;

Pelaksanaan dan penatausahaar belanja; dan

™ 0 o 0

Pelaksanaan dan penatausahaar pembiayaan.



(1)

-12 .-

Bagian Ketiga

Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 20
Infermasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf <,
dikasikan dari tahapan akuntansi can laporan keuangar
daeral: berbasis elektrorik vyang disajikan secara
buianar./semesteran/tehuran.
Tanapan akuntansi dan laporar keuangan daerab
sebagzimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. laporan operasional;

d. laporan perubahan ekuitas;

e. neraca;

f.  laporan arus kas; dan

g. catatan atas laporen keuangan.

Bagian Keempat
Informasi Pertanggungjawaban “elaksanaan

Keuangan Daeral:

Pasal 21
Informasi pertanggungjawasban peiagsanaan keuangsr
dasrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1.
huruf d, dihasilkan dari proses penyusunar
pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daersh
berbasis elektronik.
Informasi pertanggungjawaban pelaxsanaan keuangan
daerak berbasis elek:zronik sebagaimana dimaksud pada
aya: (1), meliputi:
a. rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD beserta lampirannya; dan
b. rancangan peraturar Kepaia Daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

beserta lampirarnya.



(1)
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Bagian Kelima

Informasi Barang Milik Daerah

Pasal 22
Informmasi barang milik daerah setagaimana dimaksud
daiam Pasal 17 aya: ':) huruf e, dihasilkan dari takapan
peagelolaan barang mwilik daerah berbasis elextronik.
Tanapan pengelolaan barang milik daerah berbasis
elektrenik sebagaimana dimaksud paca ayat (1), meliputi:

a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

b. pengadzan;

C. renggunaan;

d. rpemanfaatan;

€. pengamanar dar pemeliharaan;
f.  penilaian;

g. remindahtanganar:;

h. pemusnahan;

-
H

penghapusan; can

j-  penatausahzan.

Bagian Keenam

Informasi Kevangar Daerah Lainnya

Pasal 23
Informasi Keuangan Daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1} huruf f, dikelola
meialu: Informasi Keuangan Daerah bertasis elektronik.
Informasi Keuangan Daerah lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup

informasi statistik keuangar: daerah.



(1)

(2)

(2)

| BAB V
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNVA

E Pasai 24

Inr’fogrmasi Pemerintanan Daerah Lainnya sebagaimana
dimfaksud dalam Pasal 5, memuat:

a, [informasi LPPD;

b. :in:formasi EPPD; can

c. informasi Perda.

Info%rmasi Pemerintanan Daerah Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikelola olen perangkat daerah

sesuzi dengan bidang urusan atau fungsinya.
i

!

Pasai 25
Info;t“ma,si LPPD sebagaimana dimaxsud dalam Pasal 24
aya‘% (1) huruf a, diperoleh dari hasil pelaporar
pen_%;elenggaram Pemerintahan Daerah  berbasis
elektronik.
Dalam informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada aya:

(1). | pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daeral

berbasis elektronik terhutung dengan EPPD berbasis
elek;trsnik.

f

Pasal 26

Informasi EPPD sebagaimana dimaksud calam Pasal 24 ayar
(1) hurulj" b. diperoleh dar: hasil EPPD yang dilakukan calam
EPPD berbasis elektronik.

i
i
i
|
|
|

Pasal 27

Informasii Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) huruf] ¢, merupakan hasil dar: penetapan Perda.




(2)

(3)

(4)

- 15 -

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasa 28
Men:iteri melakukan pembinaar dan pecgawasar
terkadap penyelenggaraan SIPD provinsi.
Gukernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksarakar
pembinaan dan pengawasan penvelenggaraan SIPD
kabupaten/kota.
Pembinaan sebagaimana cimaksud paca ayat (1) dar
ayat 2], dilakukan melalui pengendal’an dan evzluasi
terhadap SIPD,
Pengewasan sebagaimena dimaksud pada ayat (1) dar
ayat (2), dilaksanakan sesua: dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
Penger:dalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (3). dilaksanakan sesuzi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Hasi! pengendalian dan evaluasi se2bagaimana dimaksud
pada ayat (1) ciintegrasikan dalam SIPD, digunakan

sekbagai dasar penyeienggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Fasal 30

Pendanaar: penyelenggaraan SIPD dibebankan pada anggaran

pendapazar: dan belanja negara, APBD dan lain-lain sumber

pendaparar: yang sah dan ticak mengikat.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIFAN

Pasa” 31
Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dar
Informes: Keuangan Daerah berbasis eiektronik yang sudak
ada sepelum Peraturan Menteri ini mulai berlaka untuk
diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak

Peraturan Menteri ini ditndangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturar
Menteri Da.am Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538), dicabut dan cinyatakar
tidak beriakuy.

Pasal 33
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tangga:

diundangkan.



‘Agar  sztiap ‘orang  mengetahuinyz.  memerintahkan
penguncengan Peraturan Menteri. ini dengan penerripatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditezapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2019,

MENTERI DALAM NEGERI
REPJBLIK INDONESIA,
b
TJAHJO KUMOLO -

Diundangkar ¢: Jakarta

pada tangga 27 September Z019.
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